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1. 2017 - Target dan Tantangan

Laporan Outlook ini disiapkan dengan bantuan dari 
Fasilitas Kerjasama Perdagangan Uni Eropa - Indonesia

APBN 2017 menetapkan asumsi target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 
2017 sebesar 5,1 persen. Namun demikian, pencapaian target pertumbuhan 
ekonomi tersebut akan sangat tergantung pada beberapa faktor. Pertama, 
efektivitas kebijakan Pemerintah dalam memitigasi resiko ekonomi ke depan, 
baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kedua, keberhasilan reformasi 
ekonomi yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun terakhir.

Salah satu tantangan domestik untuk mencapai target pertumbuhan 
ekonomi adalah belum optimalnya pendapatan negara dari pajak, seiring 
dengan perlambatan ekonomi Indonesia dan masih rendahnya basis pajak. 
Di sisi lain, Pemerintah berencana untuk meningkatkan porsi anggaran 
belanjanya, khususnya untuk belanja infrastruktur, guna mengurangi 
kesenjangan infrastruktur antar daerah dan sebagai pemacu pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Akibatnya, defisit anggaran cenderung semakin melebar 
dan mendekati ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan – yang 
menyebutkan bahwa jumlah kumulatif defisit anggaran tidak dapat melebihi 
3 (tiga) persen dari PDB tahun berjalan.

Tantangan domestik lainnya adalah aktivitas sektor swasta yang relatif masih 
stagnan sampai dengan triwulan II tahun 2016, dimana salah satunya tercermin 
dari pertumbuhan kredit yang lambat. Selain itu, peningkatan NPL di sektor 
perbankan merupakan salah satu resiko yang perlu diawasi secara ketat 
oleh Pemerintah. Dengan ruang gerak Pemerintah yang semakin terbatas – 
penurunan pendapatan pajak menyebabkan Pemerintah tidak dapat leluasa 
dalam meningkatkan belanjanya – maka peran sektor swasta sebagai sumber 
pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong dan ditingkatkan. 



Outlook Perekonomian Indonesia 2017 
Tantangan Menghadapi Resiko Global 3

Di sisi eksternal, resiko terbesar bagi perekonomian Indonesia diperkirakan 
masih berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat (AS). 
Perlambatan ekonomi RRT yang terjadi sejak akhir tahun lalu diperkirakan 
masih akan terjadi selama beberapa waktu ke depan. Sebagai negara importir 
terbesar kedua di dunia, perlambatan ekonomi di RRT tidak hanya merugikan 
mitra dagangnya secara langsung namun juga menyebabkan penurunan 
permintaan dunia secara keseluruhan, yang akhirnya dapat berujung pada 
perlambatan ekonomi global. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah RRT 
di tengah kondisi global yang melemah, serta sejauh mana kebijakan tersebut 
akan efektif mengurangi perlambatan ekonomi tersebut, perlu dipantau oleh 
Pemerintah Indonesia agar dapat menyusun kebijakan antisipasi yang tepat. 

Sementara itu, di AS, berbagai kebijakan ekonomi yang ditawarkan oleh kedua 
kandidat Presiden diperkirakan akan memberikan dampak yang berbeda, baik 
terhadap kondisi ekonomi di negara tersebut maupun kondisi ekonomi global. 
Untuk itu, Pemerintah perlu menyiapkan berbagai kebijakan antisipatif agar 
dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin akan terjadi.

Sejalan dengan hal tersebut, laporan Outlook ini disusun untuk memberikan 
gambaran perkiraan pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia 
di tahun 2016-2017 dengan beberapa skenario resiko ekonomi global dan 
domestik, yaitu: (1) Pemerintah RRT mengambil kebijakan ekonomi ketat untuk 
menghadapi perlambatan ekonomi di negaranya (Tiongkok tighter policy); (2) 
Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS; (3) Resiko fiskal (Pemotongan 
Anggaran dan Tax Amnesty); serta (4) Resiko sektor swasta (kenaikan NPL). 
Pada bagian akhir laporan akan pula disampaikan beberapa alternatif kebijakan 
Pemerintah guna memitigasi resiko tersebut.
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2. Perkembangan dan Outlook Perekonomian Terkini
2.1. Perkembangan dan Outlook 
Perekonomian Global
Pada triwulan II tahun 2016, pertumbuhan PDB dunia 
tercatat sebesar 2,2 persen (y-o-y). Angka tersebut masih 
lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama di tahun 
2015 yang mencapai 2,8 persen (y-o-y). Pertumbuhan 
ekonomi negara-negara utama dunia masih menunjukan 
perlambatan. Pertumbuhan PDB RRT di triwulan II tahun 
2016 hanya sebesar 6,7 persen (y-o-y), lebih rendah 
dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya 
yang mencapai 7,0 persen (y-o-y). Perubahan kebijakan 
ekonomi RRT yang bergeser dari berbasis investasi dan 
industri menjadi berbasis konsumsi dan jasa diduga 
turut menyebabkan semakin turunnya harga komoditas 
dan energi dunia pada triwulan II tahun 2016. Hal ini 
kemudian berdampak terhadap negara-negara yang masih 
menggantungkan sumber pertumbuhan ekonominya 
pada ekspor komoditas dan energi.

Sementara itu pemulihan ekonomi di AS masih cenderung 
berjalan lambat. Pertumbuhan PDB AS sebesar 1,3 persen 
(y-o-y) atau 1,4 persen (annualized q-t-q) berada di bawah 
ekspektasi. Sementara untuk Jepang, kebijakan yield curve 
control yang diambil Pemerintah Jepang di akhir September 
2016 – mempertahankan imbal hasil obligasi Pemerintah 
untuk jangka waktu 10 tahun sebesar 0 persen – diharapkan 
dapat memacu investasi dan aktivitas sektor swasta di 
negara tersebut, sehingga dapat mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang lebih tinggi

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi global sampai akhir tahun 2016 diperkirakan 
masih akan melambat, dengan angka pertumbuhan PDB 
sebesar 2,2 persen (y-o-y). Di triwulan III dan IV tahun 2016, 
Pemerintah AS diperkirakan akan kembali menaikkan 
suku bunga pada kisaran 0,4 persen. Akibatnya, PDB AS di 
tahun 2016 diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1,5 persen. 
Sementara untuk RRT, pertumbuhan PDB negara tersebut 
diperkirakan kembali menurun pada angka 6,6 persen. 
Tingginya rasio utang (khususnya sektor swasta) terhadap 
PDB RRT, ditambah dengan tingkat NPL yang tinggi, 
mengindikasikan bahwa perlambatan ekonomi yang 
terjadi di RRT cukup mengkhawatirkan. Kondisi tersebut 
merupakan resiko global terbesar yang perlu diantisipasi 
oleh negara-negara lain. Selain kedua negara tersebut, 
pertumbuhan ekonomi negara utama lainnya di tahun 
2016 diperkirakan berada pada kondisi yang sama. PDB 
Jepang diperkirakan hanya tumbuh sebesar 0,6 persen. 
Sementara, Uni Eropa dan Inggris akan tumbuh masing-
masing sebesar 1,8 persen dan 1,9 persen. Sebaliknya, PDB 
negara berkembang dan India diperkirakan akan tumbuh 
sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 
masing-masing sebesar 3,5 persen dan 7,5 persen.

Di tahun 2017, harga komoditas dan energi dunia 
diperkirakan mulai bergerak naik, meskipun masih jauh 

dibandingkan harga pada tahun 2010-2014. Kondisi ini 
diperkirakan berdampak positif terhadap negara-negara 
yang sumber pertumbuhannya masih bergantung pada 
komoditas dan energi, seperti negara-negara berkembang 
(emerging market), negara-negara OPEC, dan negara-
negara Afrika dengan perkiraan pertumbuhan PDB 
masing-masing sebesar 4,3 persen, 3,0 persen, dan 3,4 

Gambar 2.1. Perkembangan dan Perkiraan Harga Komoditas dan Energi 
Dunia Tahun 2015-2019

Sumber: Oxford Economics (Bappenas), 2016

Gambar 2.2. Pertumbuhan PDB dan Suku Bunga AS Tahun 2015 serta 
Perkiraan Tahun 2016-2017

Sumber: Oxford Economics (Bappenas), 2016

Gambar 2.3. Pertumbuhan PDB dan Utang Sektor Swasta RRT Tahun 
2015 serta Perkiraan Tahun 2016-2017

Sumber: Oxford Economics (Bappenas), 2016
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Tabel 2.1. Pertumbuhan PDB Negara-Negara Utama dan Dunia (persen, y-o-y) 

Negara Tw II-2015 Tw II-2016 2015 2016 2017

Dunia 2,8 2,2 2,6 2,2 2,6

Amerika Serikat 3,0 1,3 2,6 1,5 2,0

RRT 7,0 6,7 6,9 6,6 6,3

Uni Eropa 2,2 1,9 2,1 1,8 1,5

Jepang 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6

India 7,5 7,1 7,2 7,5 7,2

Sumber: Bappenas, 2016

2.2. Perkembangan dan Outlook Perekonomian Domestik
Di tengah perekonomian global yang cenderung 
melambat, Indonesia justru berhasil mempertahankan 
pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi. Pada 
triwulan III tahun 2016 pertumbuhan PDB Indonesia tercatat 
sebesar 5,0 persen (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan 
triwulan yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 
4,7 persen. Pertumbuhan tersebut utamanya berasal 
dari pengeluaran konsumsi (tumbuh 5,0 persen), dan 
pengeluaran investasi (tumbuh 4,1 persen). Sementara itu, 
pengeluaran pemerintah mengalami penurunan, karena 
adanya kebijakan penghematan belanja pemerintah.

Peran pengeluaran konsumsi (53,8 persen) dan investasi 
(31,6 persen) merupakan yang terbesar dibandingkan 
kelompok pengeluaran lainnya, sehingga keduanya 
menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi 
Indonesia di triwulan III tahun 2016. 

Gambar 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)

Sumber: BPS dan Oxford Economics
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persen. Perekonomian AS pun diperkirakan akan membaik, 
dengan pertumbuhan PDB sebesar 2,0 persen. Sementara 
itu, negara-negara utama lainnya diperkirakan masih akan 
mengalami pertumbuhan PDB yang lebih lambat, seperti 
Jepang (0,6 persen), RRT (6,3 persen), India (7,2 persen), dan 

Uni Eropa (1,5 persen). Secara keseluruhan, perekonomian 
global diperkirakan mulai membaik dengan perkiraan 
pertumbuhan PDB dunia sebesar 2,6 persen, pertumbuhan 
impor dunia sebesar 2,6 persen, serta tingkat inflasi yang 
masih terkendali di angka 3,0 persen. 
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Tabel 2.2. Pertumbuhan PDB Indonesia dari Sisi Pengeluaran (persen, y-o-y)

Komponen Tw 2-2015 Tw 2-2016 2015 2016* 2017*

PDB 4,7 5,2 4,8 5,1 5,2

Pengeluaran Konsumsi 5,0 5,0 5,0 5,1 5,2

Investasi 3,9 5,1 5,1 5,3 5,9

Pengeluaran Pemerintah 2,6 6,3 5,4 5,8 6,1

Ekspor 0,0 -2,7 -2,0 -1,1 2,2

Impor -7,0 -3,0 -5,8 -0,9 3,1

Sumber: BPS dan Oxford Economics
Keterangan: *) angka baseline, sebelum memperhitungan resiko global dan domestik

Tanpa adanya pemotongan anggaran, pertumbuhan 
PDB Indonesia tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 
5,1 persen, diatas target pertumbuhan yang ditetapkan 
Pemerintah sebesar 5,0 persen. Laju pertumbuhan 
tertinggi diharapkan berasal dari pengeluaran Pemerintah 
(5,8 persen), investasi (5,4 persen), dan pengeluaran 
konsumsi (5,1 persen). Sementara untuk ekspor dan impor 
diperkirakan masih akan terkontraksi, dengan pertumbuhan 
masing-masing sebesar -1,1 persen dan -0,9 persen.

Di tahun 2017, harga komoditas dan energi diperkirakan 
mulai membaik serta perekonomian global yang mulai 
pulih diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi 

perekonomian Indonesia. Kinerja perdagangan Indonesia 
diperkirakan akan mulai mencatatkan pertumbuhan 
yang positif, dimana pertumbuhan ekspor di tahun 2017 
diperkirakan sebesar 2,2 persen sementara pertumbuhan 
impor adalah 3,1 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi 
Indonesia di tahun 2017 diperkirakan masih berasal dari 
permintaan domestik yaitu sisi pengeluaran konsumsi, 
investasi, dan pengeluaran Pemerintah, dengan 
pertumbuhan masing-masing sebesar 5,2 persen, 5,9 
persen, dan 6,1 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan 
PDB Indonesia dalam skenario baseline diperkirakan 
sebesar 5,2 persen di tahun 2017, dimana angka ini adalah 
tanpa memperhitungkan resiko global dan domestik. 
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3. Tantangan dan Resiko Ekonomi ke Depan
3.1. Resiko Global
Terdapat dua resiko global yang diperkirakan akan berdampak 
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017. 
Resiko global pertama adalah kebijakan pemerintah RRT 
untuk menghadapi kondisi perekonomiannya yang terus 
turun. Pemerintah Tiongkok dihadapkan pada dua pilihan: 
(1) tetap berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi, (2) 
melakukan kebijakan ekonomi ketat untuk mengurangi 
dampak kredit macet yang semakin meningkat, tetapi 
dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Simulasi 
yang dilakukan dalam laporan Outlook ini adalah kebijakan 
Pemerintah Tiongkok pilihan kedua. Resiko global kedua 
adalah hasil pemilihan Presiden AS. Trump dan Clinton 
memiliki kebijakan yang berbeda yang tentunya akan 
memberikan dampak yang berbeda bagi perkembangan 
ekonomi global, termasuk Indonesia.

3.1.1. Kebijakan Pengetatan Ekonomi RRT 
Kebijakan pemerintah RRT yang mengejar target 
pertumbuhan dengan mendorong peningkatan investasi 
rupanya tidak berkesinambungan. Banyak diantara 
investasi berasal dari pinjaman yang pada akhirnya macet 
dan berdampak buruk bagi perekonomian. Menghadapi 
kondisi tersebut, pemerintah RRT diperkirakan akan 
berupaya untuk melonggarkan target pertumbuhan 
ekonominya dan lebih diarahkan untuk mengendalikan 
kredit yang berdampak pada tertahannya laju investasi. Hal 
ini dilakukan oleh Pemerintah RRT agar ekonomi RRT tidak 
mengalami hard landing. Pemerintah RRT akan berupaya 
mengalokasikan modal lebih efisien lagi dan meningkatkan 
kontribusi dari pembiayaan ekuitas. Perlambatan ekonomi 
di RRT berpotensi melemahkan beberapa negara lain 
khususnya mitra dagang RRT dan negara penghasil 
komoditas. Kebijakan ini juga tentunya akan berdampak 
pada Indonesia mengingat besarnya investasi RRT yang 
masuk ke Indonesia. 

3.1.2. Terpilihnya Donald Trump Sebagai Presiden AS

Terpilihnya Trump dari partai Republik sebagai presiden AS 
tentu akan berimplikasi signifikan terhadap ekonomi global, 
tidak hanya pada perekonomian AS dan tanpa terkecuali 
Indonesia. Kebijakan dalam proposal yang diajukan Trump 
yang memangkas pajak bagi kalangan berpenghasilan 

tinggi tentunya akan mengurangi penerimaan pendapatan 
Pemerintah AS. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan mampu 
mendorong perekonomian dengan memberikan insentif 
bagi sektor swasta untuk meningkatkan usahanya. Di sisi 
lain, kebijakan ini akan bertentangan dengan ketimpangan 
pendapatan yang terjadi di AS yang semakin lama semakin 
melebar.

Proposal kebijakan Trump lainnya misalkan dalam bidang 
perdagangan yang cenderung proteksionis agresif terhadap 
perdagangan Meksiko dan RRT, sehingga memberikan 
dampak negatif terhadap aktivitas ekspor impor kedua 
negara tersebut. Kebijakan imigrasi yang diusulkan Trump 
juga akan berdampak pada pasar tenaga kerja.

Gambar 3.2. Indeks Ketidakpastian Kebijakan AS

Sumber: Oxford Economics (Bappenas)/Haver Analytics

Proposal Trump yang cenderung membawa ekonomi AS 
lebih tertutup akan menyebabkan tingkat ketidakpastian 
dalam ekonomi AS dan global semakin meningkat. Gambar 
di atas menunjukkan ketidakpastian kebijakan ekonomi 
AS yang semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir. 
Secara singkat kebijakan yang diusulkan Trump dapat 
dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Donald Trump’s policies

No, Proposal Trump Keterangan

1 Bidang 
Perpajakan

pengurangan pajak hingga 
USD9,0 T terutama dari kalangan 
berpenghasilan tinggi dan pajak 
korporasi

2 Pengeluaran 
Pemerintah

75 persen turunnya penerimaan 
negara akan dikompensasi dengan 
pemotongan anggaran

3 Perdagangan pemberlakuan tarif hingga 35-45 
persen untuk Tiongkok dan Meksiko

4 Imigrasi Pemulangan/deportasi sekitar 
600,000 orang/tahun imigran ilegal

5 Upah 
minimum

Menaikan upah minimum untuk 
lembur menjadi USD15,0/jam

Sumber: BPS dan Oxford Economics
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Sumber: Bank Indonesia

Kondisi tersebut terindikasi dari rendahnya pertumbuhan 
kredit perbankan. Secara keseluruhan, kredit perbankan 
hanya tumbuh 6,7 persen di bulan Agustus 2016, terendah 
sejak krisis finansial global pada tahun 2009. Pertumbuhan 
kredit investasi turun menjadi 9,5 persen, sementara kredit 
modal kerja hanya tumbuh 4,5 persen di bulan Agustus 
2016.

Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan kredit 
perbankan adalah turunnya permintaan agregat seiring 
dengan perlambatan ekonomi. Akibatnya, banyak 
perusahaan mengalami kelebihan kapasitas sehingga 
permintaan terhadap investasi baru menurun drastis. 

Penyebab lainnya adalah meningkatnya resiko perbankan. 
Peningkatan resiko tersebut terlihat dari kenaikan NPL 
yang mencapai 3,22 persen di bulan Agustus 2016. Kondisi 
ini mendorong perbankan menjadi lebih selektif dalam 
menyalurkan kredit.

Rendahnya pertumbuhan kredit perbankan akan 
berdampak pada kinerja investasi. Jika kondisi ini terus 
berlanjut, maka investasi swasta di tahun 2017 akan 
cenderung stagnan.

3.2.2. Resiko Sektor Swasta: Kenaikan Non 
Performing Loan (NPL) dan Pertumbuhan Kredit 
yang Rendah

Dengan terbatasnya stimulus fiskal , aktivitas di sektor 
swasta sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Namun hingga awal triwulan IV 2016, aktivitas 
sektor swasta masih sangat terbatas.

Gambar 3.3. Pertumbuhan Kredit dan NPL (Persen)

3.2. Resiko Domestik
Dari sisi domestik, terdapat dua resiko yang dapat 
mengganggu pencapaian target pertumbuhan ekonomi 
di tahun 2017. Resiko pertama berasal dari sisi fiskal, yakni 
tidak tercapainya target penerimaan perpajakan yang 
berujung pada pemotongan anggaran pemerintah di 
tahun 2016. Kondisi tersebut mengindikasikan semakin 
terbatasnya ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi, termasuk di tahun 2017. Resiko kedua berasal dari 
sisi swasta. Hingga akhir bulan Oktober, aktivitas swasta 
masih berjalan relatif lambat dan belum menunjukkan 
tanda-tanda perbaikan. Jika perlambatan ini terus berjalan 
hingga tahun 2017, maka akan sulit bagi ekonomi Indonesia 
untuk tumbuh mencapai target.

3.2.1. Resiko Fiskal: Shortfall Penerimaan 
Perpajakan dan Penghematan Anggaran 

Dalam 1,5 tahun terakhir, pendorong utama pertumbuhan 
ekonomi, selain konsumsi rumah tangga, adalah sektor 
pemerintah, baik melalui konsumsi ataupun investasi. 
Usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan 
mempercepat realisasi belanja telah mampu menjaga 
pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh di kisaran 5 persen.

Namun ruang bagi pemerintah untuk memberikan 
stimulus kepada perekonomian semakin terbatas. 
Perlambatan ekonomi dan masih rendahnya harga 
komoditas berdampak pada turunnya kinerja penerimaan 
perpajakan. Di tahun 2016, meskipun sudah dibantu oleh 
penerimaan Tax Amnesty, diperkirakan masih akan terjadi 
shortfall penerimaan perpajakan hingga Rp137,6 triliun dari 
targetnya dalam APBN-P 2016.

Demi menjaga defisit anggaran tetap dalam batas yang 
dibolehkan oleh Undang-Undang, pemerintah mengambil 
langkah penghematan anggaran sebesar Rp137,6 
triliun, yang dihemat dari alokasi belanja, baik belanja 
pemerintah pusat dan transfer ke daerah, dalam APBNP 
2016. Penghematan utamanya dilakukan terhadap belanja 
yang sifatnya konsumtif, tanpa menyentuh alokasi belanja 
produktif, seperti belanja infrastruktur.

Meski tidak menyentuh belanja produktif, tetapi 
penghematan belanja tersebut tetap akan berdampak 
secara langsung terhadap pencapaian pertumbuhan 
ekonomi di tahun 2016. Namun tidak hanya itu, 
penghematan anggaran yang terjadi dapat menyebabkan 
penyesuaian belanja pemerintah di tahun 2017, seiring 
dengan terbatasnya ruang fiskal.
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4. Dampak Resiko Ekonomi ke Depan

4.1. Gambaran Umum Skenario
Dalam laporan ini disusun beberapa skenario simulasi yang 
mencerminkan resiko global dan resiko domestik. Berikut 
rincian skenario yang dilakukan dalam model ekonomi 
yang digunakan:

4.1.1. Skenario Kebijakan Pengetatan Ekonomi RRT

Pada skenario pengetatan kebijakan di RRT, pengetatan 
dilakukan dengan penurunan pertumbuhan investasi yang 
dibiayai oleh pinjaman dan sumber keuangan lainnya mulai 
triwulan IV tahun 2016. Dampak selektifnya pemerintah RRT 
dalam kebijakan kredit menyebabkan NPL di sektor swasta 
turun. Penurunan pertumbuhan FDI di RRT berkisar antara 
0,2 - 0,3 persen mulai dari triwulan IV tahun 2016.

4.1.2. Skenario Terpilihnya Trump sebagai Presiden 
AS

Pada skenario Trump, simulasi dilakukan dengan 
pengurangan pajak individu sebesar 3,0 persen di triwulan 
II dan 7,0 persen di triwulan III tahun 2017. Penurunan yang 
bervariasi untuk pengeluaran pemerintah federal berupa 
belanja barang dan jasa, gaji, dan investasi pemerintah 
di triwulan III dan IV tahun 2017. Suplai tenaga kerja akan 
menurun sebesar 940 ribu di akhir tahun 2017. Selain itu, 
terjadi penurunan tingkat kepercayaan (confidence level) 
yang bervariasi di Dunia, AS, Tiongkok dan Meksiko sebagai 
bentuk ketidakpastian di kebijakan perdagangan yang 
cenderung proteksionis dan peningkatan output gap atas 
pemberlakuan tarif yang tinggi pada produk impor RRT 
dan Meksiko.

4.1.3. Skenario Resiko Fiskal

Skenario fiskal dilakukan dengan memasukkan shock 
pada penerimaan dan belanja pemerintah. Besaran shock 
disesuaikan dengan proyeksi realisasi APBN di akhir tahun 
2016 setelah mempertimbangkan shortfall penerimaan 
perpajakan sebesar Rp219 triliun dan penghematan 
anggaran sebesar Rp137,6 triliun dari target APBN-P. Untuk 
tahun 2017, besaran shock mengacu pada angka RAPBN 
2017. Seluruh penghematan anggaran diasumsikan hanya 
pada belanja yang sifatnya konsumtif.

4.1.4. Skenario Resiko Sektor Swasta

Dalam skenario ini, pertumbuhan kredit diasumsikan 
stagnan pada kisaran 7 persen hingga akhir tahun 2017, 
sementara NPL diasumsikan meningkat di tiap triwulan 
sehingga mencapai 5 persen di akhir tahun 2017. Efek 
pertumbuhan kredit yang rendah dan kenaikan NPL 
tersebut kemudian dihitung besaran dampak negatifnya 
terhadap investasi domestik di tahun 2016 dan 2017.

4.2. Dampak Kebijakan Pengetatan Ekonomi RRT

Kebijakan pemerintah RRT dengan mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui kredit usaha 
ternyata menimbulkan risiko kegagalan bayar (NPL tinggi) 
dan tidak berkesinambungan. Pemerintah RRT bermaksud 
untuk lebih mengutamakan pertumbuhan yang 
berkesinambungan dengan mengendalikan kredit.

Dampak dari proses ini adalah aliran investasi ke berbagai 
negara juga akan menurun. Berkurangnya aliran dana 
investasi ini berdampak juga di Indonesia karena RRT 
termasuk tiga besar negara yang berinvestasi di Indonesia. 
Melalui transmisi inilah, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
akan menurun.

Gambar 4.1. Transmisi Risiko Kebijakan RRT

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat 
0,03 persentase poin (pp) tahun 2016 dan turun 0,72 pp 
di tahun 2017. Investasi yang melambat menyebabkan 
permintaan domestik menurun dan disertai penurunan 
pendapatan yang pada akhirnya menyebabkan konsumsi 
rumah tangga terpukul dan aktivitas ekspor impor juga 
melambat.

Tabel 4.1. Dampak Risiko Kebijakan RRT

Indikator

Perbedaan dengan 
Baseline (pp)

2016 2017

PDB -0,03 -0,72

- Konsumsi RT -0,04 -0,68

- Konsumsi Pemerintah 0,00 -0,09

- Investasi -0,03 -1,02

- Ekspor -0,02 -0,71

- Impor -0,03 -0,76

Sumber: Hasil simulasi Bappenas

Investasi 
Tiongkok 

& PDB 


Investasi 
Indonesia 


GDP  
Indonesia 

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Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 0,04 
persentase poin (pp) tahun 2016 dan turun 0,41 persentase 
poin di tahun 2017 dari baseline. Seiring pelemahan 
ekonomi, pada skenario ini terjadi second round effect 
berupa penurunan konsumsi masyarakat akibat penurunan 
pendapatan masyarakat. Turunnya permintaan domestik 
berdampak pada ujungnya inflasi yang lebih rendah dari 
baseline.

Tabel 4.2. Trump Election Risk Impact

Indicator
Perbedaan dengan 

Baseline (pp)

2016 2017

PDB -0,04 -0,41

- Konsumsi RT -0,04 -0,31

- Konsumsi Pemerintah 0,00 -0,05

- Investasi -0,09 -0,89

- Ekspor -0,03 -0,38

- Impor -0,06 -0,67

Sumber: Hasil simulasi Bappenas

Namun mengingat penyebab terjadinya shortfall 
penerimaan perpajakan adalah penurunan pendapatan 
masyarakat seiring dengan perlambatan ekonomi, maka 
efek jalur kedua akan relatif terbatas. Secara keseluruhan, 
efek negatif penurunan konsumsi pemerintah terhadap 
pertumbuhan ekonomi akan relatif lebih besar.

Tabel 4.3. Dampak Skenario Resiko Sektor Fiskal

Indikator
Skenario

Perbedaan 
dengan 
Baseline

2016 2017 2016 2017

PDB 4,82 5,12 -0,25 -0,05

- Konsumsi RT 5,00 4,80 -0,10 -0,40

- Konsumsi Pemerintah 3,43 7,92 -2,38 1,85

- Investasi 5,11 5,86 -0,24 -0,08

- Ekspor -1,13 2,21 0,00 0,00

- Impor -1,17 2,97 -0,30 -0,12

Sumber: Hasil simulasi Bappenas

Penghematan anggaran seiring dengan adanya shortfall 
penerimaan perpajakan berdampak pada lebih rendahnya 
pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 sebesar 0,25 pp dari 
baseline. Penurunan konsumsi pemerintah berdampak 
pada komponen PDB lainnya, terutama investasi dan 
impor. Dampak terhadap konsumsi RT relatif lebih kecil 
dikarenakan adanya efek positif dari lebih rendahnya 
penerimaan perpajakan terhadap konsumsi RT. 

4.3. Dampak Terpilihnya Trump sebagai 
Presiden AS
Seiring dengan terpilihnya Trump sebagai presiden AS, 
Pemerintah AS akan menerapkan kebijakan pengenaan 
tarif perdagangan yang tinggi, pemotongan belanja 
pemerintah, kebijakan anti imigran dan tingkat keyakinan 
yang negatif akan berdampak buruk bagi perekonomian 
AS dan menimbulkan ketidakpastian global. Menurunnya 
tingkat keyakinan (confidence level) investor dan ekonomi 
AS yang cenderung lebih tertutup (proteksionisme) 
akan berdampak negatif pada ekonomi global dan 
menyebabkan investor lebih memilih untuk menahan 
investasinya. Dengan terpilihnya Trump sebagai presiden, 
pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan turun 0,9 pp. 

Perlambatan ekonomi AS dan turunnya tingkat keyakinan 
investor di tingkat global berpotensi menurunkankan 
permintaan domestik di Indonesia sebesar 0,5 persentase 
poin (pp) dari baseline di tahun 2017 dan PDB secara 
keseluruhan. Hal ini berdampak pada penurunan 
pendapatan masyarakat Indonesia sebesar 0,2 pp dari 
baseline di tahun yang sama. Transmisi dampak dari 
terpilihnya Trump seperti diilustrasikan berikut:

Gambar 4.2. Transmisi Risiko Terpilihnya Trump 

4.4. Dampak Resiko Fiskal: Shortfall 
Penerimaan Perpajakan dan Penghematan 
Anggaran
Dalam model, dampak resiko fiskal dapat melalui dua jalur. 
Jalur pertama melalui penurunan konsumsi pemerintah 
yang berdampak langsung terhadap PDB. Jalur kedua 
yakni melalui shortfall penerimaan perpajakan. Penerimaan 
perpajakan yang lebih rendah dapat diartikan sebagai 
lebih tingginya pendapatan masyarakat setelah pajak 
(disposable income). Peningkatan tersebut kemudian akan 
meningkatkan konsumsi RT secara keseluruhan. 

Gambar 4.3. Transmisi Resiko Sektor Fiskal
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Untuk tahun 2017, resiko sektor fiskal berdampak relatif kecil 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 
di tahun 2017 pada skenario ini diperkirakan sebesar 5,12 
persen, lebih rendah 0,05 pp dibandingkan baseline. Lebih 
rendahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh efek 
lanjutan dari pelemahan konsumsi RT, investasi, dan impor 
yang terjadi di tahun sebelumnya. Tumbuhnya konsumsi 
pemerintah di tahun 2017 pada skenario ini dikarenakan 
lebih rendahnya belanja pemerintah pada angka baseline 
dibandingkan RABPN 2017, sehingga shock yang dilakukan 
adalah shock positif.

4.5. Dampak Resiko Sektor Swasta: 
Kenaikan NPL dan Pertumbuhan Kredit 
yang Rendah
Transmisi dari resiko sektor swasta diilustrasikan pada 
Gambar 4.4 di bawah. Sejalan dengan transmisi tersebut, 
kenaikan NPL dan pertumbuhan kredit perbankan 
menyebabkan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi 
dibandingkan baseline, akibat investasi domestik yang 
lebih rendah.

Gambar 4.4. Transmisi Resiko Sektor Swasta

Ketika kenaikan NPL dan pertumbuhan kredit perbankan 
terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 dan 
2017 diperkirakan berturut-turut sebesar 5,02 dan 4,83 
persen atau lebih rendah 0,04 dan 0,34 pp dibandingkan 
dengan baseline

Tabel 4.4. Dampak Skenario Resiko Sektor Swasta

Indikator
Skenario

Perbedaan 
dengan 
Baseline

2016 2017 2016 2017

PDB 5,02 4,83 -0,04 -0,34

- Konsumsi RT 5,07 5,01 -0,01 -0,20

- Konsumsi Pemerintah 5,81 6,07 0,00 0,00

- Investasi 5,20 4,93 -0,15 -1,01

- Ekspor -1,13 2,20 0,00 -0,01

- Impor -0,92 2,57 -0,06 -0,52

Sumber: Hasil simulasi Bappenas

Turunnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh turunnya 
pertumbuhan investasi sebesar 0,15 dan 1,01 pp di tahun 
2016 dan 2017. Turunnya investasi kemudian berdampak 
pada kinerja impor yang lebih buruk dibandingkan baseline, 
karena turunnya permintaan atas barang modal dan bahan 
baku/penolong. Sementara itu, penurunan konsumsi 
rumah tangga disebabkan oleh turunnya pendapatan 
masyarakat seiring dengan melambatnya pertumbuhan 
ekonomi.

Investasi 
Domestik 


Pertumbuhan 
Ekonomi 


Kredit 


 
NLP
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5. Alternatif Kebijakan dan Dampaknya

Tanpa adanya respon kebijakan yang tepat terhadap resiko ekonomi ke depan, target pertumbuhan 
ekonomi tahun 2017 tidak akan tercapai. Berikut adalah beberapa alternatif kebijakan yang dapat 
diambil dan dampaknya terhadap perekonomian.

5.1. Pelonggaran Kebijakan Moneter
Dengan terbatasnya ruang fiskal, maka stimulus terhadap 
ekonomi diharapkan dapat berasal dari kebijakan moneter. 
Rendahnya tingkat inflasi, stabilnya nilai tukar, dan defisit 
neraca berjalan yang terkendali memberikan ruang 
bagi otoritas kebijakan moneter untuk melonggarkan 
kebijakannya, dengan menurunkan tingkat suku bunga. 
Dalam skenario ini, tingkat suku bunga bank sentral 
diturunkan 25 bps pada triwulan IV tahun 2016 dan 
sepanjang 2017 dibandingkan baseline.

Tabel 5.1. Dampak Pelonggaran Kebijakan Moneter

Indikator

Perbedaan dengan 
Baseline

2016 2017

PDB 0,01 0,12

- Konsumsi RT 0,01 0,12

- Konsumsi Pemerintah - 0,01

- Investasi 0,00 0,16

- Ekspor 0,01 0,07

- Impor 0,00 0,09

Sumber: Hasil Simulasi

Pelonggaran kebijakan moneter berdampak positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01 dan 0,12 
pp di tahun 2016 dan 2017. Lebih rendahnya tingkat suku 
bunga mendorong pertumbuhan investasi dan konsumsi 
rumah tangga, masing-masing sebesar 0,16 dan 0,12 pp 
lebih tinggi dari baseline di tahun 2017. Ekspor meningkat 
seiring dengan lebih rendahnya nilai tukar Rupiah, 
sementara impor meningkat dikarenakan efek peningkatan 
pertumbuhan ekonomi.

5.2. Pemanfaatan Dana Repatriasi 
Program Tax Amnesty 
Salah satu potensi di tahun 2017 yang dapat membantu 
tercapainya target pertumbuhan ekonomi adalah 
pemanfaatan dana repatriasi program Tax Amnesty. Sesuai 
aturan, dana tersebut masuk ke perbankan dan harus tetap 
berada di Indonesia selama minimal tiga tahun. Dalam 
jangka pendek, likuiditas meningkat dan diharapkan dapat 
membantu menurunkan tingkat suku bunga. Dalam tahun 
kedua atau ketiga, diharapkan dana repatriasi tersebut 
dapat dialirkan sebagai investasi di sektor riil.

Hingga 25 Oktober 2016, dana repatriasi yang terkumpul 
sudah mencapai Rp143 triliun. Rp137 triliun di antaranya 
terkumpul pada periode I program Tax Amnesty yang 
berakhir di bulan September. Melihat penambahan dana 
repatriasi yang cenderung melambat di periode II ini, 
diperkirakan dana repatriasi yang terkumpul hingga akhir 
periode kebijakan Tax Amnesty sebesar Rp180 triliun. Angka 
ini sejalan dengan angka prediksi dari Bank Indonesia.

Untuk melihat potensi pemanfaatan dana repatriasi, 
diasumsikan dari total Rp180 triliun yang terkumpul, 30 
persennya masuk sebagai investasi di sektor riiil di tahun 
2017. Dampak dari peningkatan investasi di sektor riil 
tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.2. Dampak Dana Repatriasi 

Indikator
Perbedaan dengan Baseline

2016 2017

PDB 0,00 0,36

- Konsumsi RT 0,00 0,32

- Konsumsi Pemerintah 0,00 -0,03

- Investasi 0,01 1,30

- Ekspor -0,02 -0,33

- Impor 0,02 0,84

Tingkat Suku Bunga -0,02 -0,29

Nilai Tukar Rupiah thd USD 0,37 2,08

Sumber: Hasil Simulasi Bappenas

Penyaluran dana repatriasi sebagai investasi di sektor riil 
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,36 pp 
di atas baseline pada tahun 2017. Tambahan investasi dari 
dana repatriasi mendorong pertumbuhan investasi 1,30 
pp lebih tinggi dari baseline. Konsumsi rumah tangga juga 
meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan 
ekonomi. 

Ekspor sedikit mengalami penurunan dibandingkan 
dengan baseline. Apresiasi nilai tukar seiring dengan 
aliran modal masuk dana repatriasi ke dalam Indonesia 
menjadi alasannya. Untuk impor, selain dipengaruhi oleh 
penguatan nilai tukar, meningkatnya investasi mendorong 
peningkatan impor lebih tinggi dari baseline.

Tingkat suku bunga diperkirakan turun seiring dengan 
tambahan likuiditas di pasar keuangan. Turunnya tingkat 
suku bunga turut berkontribusi terhadap peningkatan 
investasi, serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
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5.3. Reformasi Struktural

Gambar 5.1.Pertumbuhan PDB Potensial

Sumber: Hasil Perhitungan

Selepas krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 
dan 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun 
secara persisten. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang 
persisten tersebut mengindikasikan bahwa penurunan 
tersebut tidak disebabkan hanya oleh perubahan yang 
sifatnya sementara, misalkan efek siklus bisnis, tetapi 
juga oleh penurunan pada kapasitas produktif dari 
perekonomian. Kapasitas produktif suatu perekonomian 
biasanya diukur dengan PDB potensial. Gambar 5.1 
menunjukkan terus turunnya PDB potensial Indonesia.

Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dalam 
beberapa tahun ke depan, misalkan mencapai pertumbuhan 
ekonomi di atas 7 persen, kebijakan-kebijakan yang sifatnya 
jangka pendek tidak akan cukup. PDB potensial harus 
dinaikkan dan caranya adalah dengan melakukan reformasi 
struktural. Selain peningkatan input tenaga kerja dan modal, 
reformasi struktural utamanya diperlukan peningkatan 
produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Menyadari kondisi tersebut, kebijakan pemerintah saat 
ini memfokuskan pada reformasi struktural tersebut, 
diantaranya adalah meningkatkan infrastruktur dan 
memperbaiki iklim investasi melalui 13 paket kebijakan 
ekonomi.

Berbeda dengan kebijakan stimulus fiskal atau moneter 
yang bisa segera dilihat dampaknya, dampak dari 
reformasi struktural biasanya baru terasa dalam jangka 
menengah. Di tahun 2017, tahun ketiga pemerintah saat 
ini, seharusnya reformasi struktural yang dilakukan sudah 
mulai membuahkan hasil.

Untuk melihat dampak dari reformasi struktural, simulasi 
dilakukan dengan asumsi terjadinya peningkatan 
pertumbuhan produktivitas di perekonomian sebesar 5 
persen di tahun 2017.

Hasil simulasi menunjukkan dampak positif dari peningkatan 
produktivitas tersebut. Pertumbuhan ekonomi akan lebih 
tinggi 0,1 pp dibandingkan dengan baseline. Pertumbuhan 

tersebut didorong oleh peningkatan konsumsi rumah 
tangga dan investasi yang masing-masing tumbuh 0,24 
dan 0,11 pp lebih tinggi dari baseline. 

Tabel 5.3. Perkiraan Dampak dari reformasi struktural, 2016 dan 2017

Indikator
Perbedaan dengan Baseline

2016 2017

PDB - 0,10

- Konsumsi RT - 0,24

- Konsumsi Pemerintah - 0,00

- Investasi - 0,11

- Ekspor - -0,09

- Impor - 0,23

Sumber: 

5.4. Realisasi dan Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur Ketenagalistrikan 
Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu arah kebijakan dan 
strategi pembangunan energi yang dilakukan adalah 
melalui percepatan pembangunan pembangkit listrik 
guna meningkatkan kapasitas daya listrik nasional. Sejalan 
dengan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) telah menetapkan Keputusan Menteri 
ESDM Nomor 5899 K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan 
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT 
Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2016 sampai 
dengan 2025, sebagai pedoman pengembangan sistem 
kelistrikan PT. PLN untuk 10 (sepuluh) tahun mendatang. 
Pengembangan ketenagalistrikan tidak hanya memberikan 
dampak positif terhadap sektor yang bersangkutan, namun 
juga akan memberikan efek pengganda terhadap sektor 
lainnya, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi 
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Hasil simulasi menunjukan bahwa jika program 
pembangunan sistem kelistrikan tahun 2016-2017 
dilaksanakan sesuai dengan RUPTL-- sebagaimana 
terdapat dalam Lampiran 1 -- program pembangunan 
tersebut diperkirakan akan memberikan peningkatkan 
total nilai tambah kepada perekonomian Indonesia 
(indirect) yang lebih tinggi dibandingkan nilai tambah 
langsung (direct) menandakan bahwa pembangunan di 
sektor ketenagalistrikan akan mendorong peningkatan 
nilai tambah sektor lainnya lebih banyak dibandingkan 
di sektornya sendiri. Sektor lain yang turut mendapatkan 
tambahan GVA yang cukup besar adalah sektor manufaktur; 
sektor perdagangan, hotel, dan katering; serta sektor 
pertanian (Gambar 2). Sementara, nilai tambah ikutan 
(induced) menunjukkan besaran tambahan pengeluaran 
konsumsi yang berasal dari pendapatan/upah akibat 
adanya penambahan tenaga kerja dari pembangunan 
sistem kelistrikan sebesar 0,012% dan 0,03% pada tahun 
2016 dan 2017. (Gambar 1). 

 GDP growth    potential GDP growth
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Di sisi ketenagakerjaan, pembangunan pembangkit listrik 
yang sesuai RUPTL diperkirakan akan menyerap tenaga kerja 
total sebesar 13.759.000 di tahun 2016 dan 27.167.000 tenaga 
kerja di tahun 2017. Penyerapan tenaga kerja selama dua 
tahun tersebut diperkirakan terjadi pada sektor pertanian (27 
persen), konstruksi (25 persen), sektor perdagangan, hotel, 
dan katering (16 persen), sektor listrik, gas, dan air (11 persen), 
serta sektor manufaktur (8 persen).

Provinsi yang diperkirakan mendapatkan penambahan nilai 
tambah terbanyak dari pembangunan sistem kelistrikan di 
Indonesia tahun 2016-2017 adalah Provinsi Jawa Tengah, 
Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Jawa Timur (Gambar 3). 
Hasil tersebut sejalan dengan rencana pembangunan sistem 
kelistrikan 2016-2017, dimana nilai investasi terbesar untuk 
tahun 2016 dan 2017 terdapat di wilayah-wilayah tersebut.

Gambar 5.4. Perkiraan Dampak Peningkatan Nilai Tambah Berdasarkan Provinsi

Gambar 5.2. Efek peningkatan nilai tambah
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Gambar 5.3. Perkiraan Dampak Sebaran Penyerapan Tenaga Kerja per 
Sektor selama Tahun 2016 dan 2017
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6. Kesimpulan dan Rekomendasi
Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan 
skenario dasar pada tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 
5,1 dan 5,2 persen (5,1% dalam APBN 2017). Skenario dasar 
ini merupakan kondisi dimana resiko ekonomi global dan 
domestik belum diperhitungkan dalam proses proyeksi. 

Namun demikian, mengingat cukup kuatnya resiko ekonomi 
ke depan yang berasal dari resiko global dan domestik, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan 
terkoreksi dari skenario dasar. Sementara itu, resiko ekonomi 
global dan domestik yang tidak diantisipasi oleh kebijakan 
yang tepat akan dapat memberikan dampak terhadap 
pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang 
besarnya 5,0 dan 5,1 pada tahun 2016 dan 2017.

Kebijakan pemerintah RRT untuk mengerem laju 
pertumbuhan ekonominya akan memberikan dampak 
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 
Amerika Serikat, seiring dengan terpilihnya Trump menjadi 
presiden AS. 

Dari sisi domestik, shortfall penerimaan perpajakan dan 
penghematan anggaran berdampak negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi di tahun 2016, tetapi relatif 
terbatas efeknya di tahun 2017. Meskipun demikian, kondisi 
fiskal yang ada menyebabkan terbatasnya ruang bagi 
pemerintah untuk memberikan stimulus ke perekonomian 
ke depan. Sementara itu, aktivitas sektor swasta yang terus 
melambat diperkirakan akan berdampak negatif terhadap 
pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2017.

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari berbagai resiko 
ke depan tersebut, Indonesia perlu mengambali langkah-
langkah kebijakan antisipatif, dengan beberapa alternatif 
kebijakan sebagai berikut: 

Pertama, pelonggaran kebijakan moneter. Stimulus 
kebijakan moneter merupakan salah satu alternatif yang 
diperlukan untuk mendorong aktivitas perekonomian, 
seiring dengan terbatasnya ruang gerak stimulus fiskal. 
Penurunan suku bunga akan mendorong peningkatan 
investasi dan konsumsi rumah tangga.

Kedua, pemanfaatan dana repatriasi untuk disalurkan 
menjadi investasi di sektor riil. Dana repatriasi akan 
memberikan dampak positif lebih besar pada perekonomian 
ketika dana tersebut dapat disalurkan ke sektor riil, karena 
akan memberikan efek pengganda yang lebih signikan 
terutama untuk menggerakkan sektor ekonomi lainnya 
yang kemudian berujung pada penyerapan lapangan 
kerja. Oleh karenanya, Pemerintah perlu mendorong 
terbentuknya berbagai instrumen investasi baru yang 
dapat mendorong tersalurkannya dana repatriasi ke sektor 
riil.

Ketiga, reformasi struktural yang dilakukan oleh 
pemerintah sejak awal tahun 2015 juga diperkirakan 
memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Dampak positif tersebut akan terjadi jika reformasi 
struktural yang dilakukan sudah mulai membuahkan 
hasil, yaitu meningkatkan tingkat produktivitas ekonomi 
secara keseluruhan. Terkait dengan itu, pemerintah harus 
secara intensif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan 
reformasi struktural agar terlaksana sesuai rencana, 
sehingga secara efektif dapat mendorong peningkatan 
produktivitas nasional.

Keempat, realisasi dan percepatan proyek pembangunan 
infrastruktur Pemerintah. Simulasi yang dilakukan dalam 
laporan outlook ini menunjukkan bahwa pembangunan 
infrastruktur ketenagalistrikan akan memberikan dampak 
positif terhadap peningkatan nilai tambah perekonomian 
nasional dan regional. Selain akan menjadi media untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, investasi 
di sektor kelistrikan juga akan mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, baik dari sektornya 
sendiri (direct) maupun sektor lainnya (indirect).

Melalui langkah antisipasi kebijakan yang tepat, terutama 
untuk memitigasi dampak resiko ekonomi ke depan, target 
pertumbuhan ekonomi Pemerintah sangat mungkin 
dicapai.



Tabel A.1. Rencana Investasi Program Pengembangan Sistem 
Ketenagalistrikan 2016 dan 2017

No Provinsi
Investasi (USD Juta)

2016 2017

1 Aceh 138,0 274,0

2 Sumatera Utara 830,0 928,0

3 Riau 446,0 747,0

4 Kepulauan Riau 64,3 23,9

5 Bangka Belitung 182,0 40,0

6 Sumatera Barat 88,0 500,0

7 Jambi 364,8 64,5

8 Sumatera Selatan 969,4 412,0

9 Bengkulu 248,0 202,0

10 Lampung 446,2 348,5

11 DKI Jakarta 581,0 1303,0

12 Banten 234,0 1169,0

13 Jawa Barat 892,0 1980,0

14 Jawa Tengah 2,150,0 343,0

15 DIY Yogyakarta 25,0 22,0

16 Jawa Timur 741,0 825,0

17 Bali 132,0 470,0

18 Kalimantan Barat 287,0 244,0

19 Kalimantan Selatan 147,0 93,0

20 Kalimantan Tengah 471,0 293,0

21 Kalimantan Timur 522,0 490,0

22 Kalimantan Utara 5,0 142,0

23 Sulawesi Utara 40,0 146,0

24 Sulawesi Tengah 99,0 155,0

25 Gorontalo 104,0 127,0

26 Sulawesi Selatan 115,0 708,0

27 Sulawesi Tenggara 141,0 103,0

28 Sulawesi Barat 5,0 185,0

29 Maluku 17,0 92,0

30 Maluku Utara 35,0 68,0

31 Papua 82,0 174,0

32 Papua Barat 12,0 114,0

33 Nusa Tenggara Barat 219,0 436,0

34 Nusa Tenggara Timur 254,0 225,0

Sumber: RUPTL PT. PLN 2016-2025

Tabel A.2. Perkiraan Pendapatan Operasional Sektor Listrik Tahun 2017  

No Provinsi
Pendapatan 
Operasional  
(USD Juta)

1 Aceh 274,0

2 Sumatera Utara 928,0

3 Riau 747,0

4 Kepulauan Riau 23,9

5 Bangka Belitung 40,0

6 Sumatera Barat 500,0

7 Jambi 64,5

8 Sumatera Selatan 412,0

9 Bengkulu 202,0

10 Lampung 348,5

11 DKI Jakarta 1303,0

12 Banten 1169,0

13 Jawa Barat 1980,0

14 Jawa Tengah 343,0

15 DIY Yogyakarta 22,0

16 Jawa Timur 825,0

17 Bali 470,0

18 Kalimantan Barat 244,0

19 Kalimantan Selatan 93,0

20 Kalimantan Tengah 293,0

21 Kalimantan Timur 490,0

22 Kalimantan Utara 142,0

23 Sulawesi Utara 146,0

24 Sulawesi Tengah 155,0

25 Gorontalo 127,0

26 Sulawesi Selatan 708,0

27 Sulawesi Tenggara 103,0

28 Sulawesi Barat 185,0

29 Maluku 92,0

30 Maluku Utara 68,0

31 Papua 174,0

32 Papua Barat 114,0

33 Nusa Tenggara Barat 436,0

34 Nusa Tenggara Timur 225,0

Sumber: 

Lampiran A


